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ABSTRACT

If an agreement does not fulfill one of these ctiads, the agreement will be null and void, whichans that from
the beginning it is assumed that there has neven bhe agreement and there has never been an agtedmea
notary takes action as a public official, he mustbepared and based on applicable legal regusat@arrying out
and examining all evidence shown to the notary, distening to information or statements from the
parties/appearances must be used as basic mébdsincluded in the deed.

The ambiguity of the norms in the UUJN can be sigerrticle 16 paragraph (1) letter a, which stathe
obligations of notaries, namely that in carrying their position, notaries are obliged to act imustworthy, honest,
thorough, independent, impartial manner and safelgtie interests of parties involved in legal atsio. The
obligations of notaries above state that, in cagyut their obligations to make authentic dedusy tare obliged to
act carefully, but do not provide an explanatiorthef meaning and examples of notaries' obligatioract carefully
from this article. Such norm conditions are refdrte as norm ambiguity. According to Pitlo, if tkenguage or
words in a statutory regulation are not clear, tthengrammatical interpretation method is used,nimgacapturing
the meaning or text of the language in the law. &hsence of any specific or general explanatioArticle 16
paragraph (1) letter a UUJN, that the notary must"earefully" in making the authentic deed, hasuled in
practice giving rise to legal problems with diffeténterpretations of the precautionary principle.
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PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah Notariat sudah ada sejak Bdda menjajah Indonesia. Hal itu
dikarenakan Notariat adalah suatu lembaga yanghsidkk asing bagi kehidupan para penjajah
di tanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terwgatiperuntukkan guna mereka sendiri dan guna
mereka yang baik karena undang-undang maupun kaesuetu ketentuan dinyatakan tunduk
kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropandabédang Hukum Perdata, ialah
Burgerlijk Wetbook(B.W) atau sekarang umumnya disebut Kitab Undampog Hukum
Perdatd. Lembaga Notariat merupakan lembaga yang timbuil ldgiutuhan dalam pergaulan
masyarakat berkenaan tentang hubungan hukum rapendataan antara sesama individu yang
menghendaki suatu alat bukti di antara mereka. Qkfena peranan akta otentik tersebut
sebagai alat bukti yang sempurna, maka Notarisgselpejabat yang berwenang membuatnya
harus menjalankan tugasnya berdasarkan ketentulmmhserta perundang-undangan yang
berlaku. Ketentuan mengenai Notaris telah diatwarse khusus dalam bentuk perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 280ng Jabatan Notaris yang kemudian

' R..Soegondo Notodosoerjo, 1982, Hukum Notariahdbhesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali,
Jakarta, hal. 1
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dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201ltarignJabatan Notaris (selanjutnya
disebut dengan UUJN). UUJN dibentuk oleh kardteglement op Het Notaris Ambt in
Indonesie yang memberikan aturan mengenai jabatan Notadaktisesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyafakat.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh pangiundangan yaitu memegang
peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta rgemg (otentik). Notaris adalah pejabat
umum yang memiliki kewenangan untuk membuat aktntd¢ mengenai segala bentuk
tindakan, perjanjian dan penetapan yang diharugledam suatu aturan umum atau undang-
undang atau oleh yang berkepentingan dikehendakikudinyatakan dalam suatu bentuk akta
yang dikeluarkan oleh notaris, menjamin kepastiangenai waktu dan tanggalnya, menyimpan
akta yang dibuat dan memberikan grosse, salinaikubekutipannya, semuannya selama
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan dan ketentumum tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta ttedan surat di bawah tangan. surat di
bawah tangan merupakan akta yang dibuat diantara paak yang membuat akta, tanpa
keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akti@at 8i bawah tangan disusun atas dasar
kesepakatan di antara para pihak dan yang berkegantdengan unsur krusial pada tanggalnya
bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentikbvegn hanya bisa dibuat oleh pejabat yang
berwenang. Sejak masa kependudukan Belanda, adbapgjejabat tertentu yang ditugaskan
untuk merancang pencatatan dan juga untuk menarbitikkta-akta tertentu mengenai
keperdataan dari seseorang, seperti contohnyai&ej&dlahiran, perkawinan, kematian, wasiat
serta perjanjian yang lahir diantara para pihakjatia hasil atau kutipan dari catatan tersebut
diartikan sebagai akta yang otentik. Arti yang seloeya dari akta otentik adalah akta-akta
tersebut harus selalu dianggap benar,namun dengagegualian apabila mampu dibuktikan
sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dita otentik dituangkan dalam Pasal 1868
KUHPerdata, yang mengatakan bahwa akta otentilaadgddta yang (dibuat) dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atdvadapan pejabat umum yang berkuasa untuk
itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

Berbeda dengan akta otentik, surat di bawah tangamiliki ciri dan kekhasan tersendiri,
berupa:

Bentuknya bebas;
Pembuatannyadak harus dihadapan pejabat umum;
Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidgdndkal oleh pembuatnya, artinya bahwa
isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan l&gicuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya
(menyangkal isinya);
Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersbhtus dilengkapi juga dengan saksi-saksi
& bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalamasdi bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2
orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuatubtiarn

Namun pada kenyatannya, surat di bawah tangan gadmmanfaatkan untuk kepentingan
pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengantuvp&mbuatan, misalnya surat dibawah
tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal padarbwan tahun lalu, karena tidak adanya
kewajiban untuk melaporkan surat di bawah tangapasyang menjamin bahwa surat di bawah

’ Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafeématik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris), PT Refika AditansedBng (selanjutnya disebut Habib Adjie 1), hal. 14
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tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dergj@nrwa. walaupun istilah akta otentik sudah
diketahui artinya secara umum, namun di masyaiakikth ini masih belum jelas sekali makna
dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebbgdukti. Akta otentik adalah akta yang
dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenartgkumembuatnya menurut bentuk dan
tata cara yang ditetapkan dalam undang - undang parisikan perjanjian atau kemauan dari
para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadagsorang pejabat umum yang ditunjuk untuk
itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorangisota

Notaris diberi wewenang oleh negara untuk membkdd atentik, berdasarkan Undang
Undang Jabatan Notaris, dan di dalam hukum kemtéaridikenal adanya dua akta, yaitu:

. Akta Partij atau akta para pihak, yaitu akta yang dibuat dipadanotaris. Artinya, akta yang
dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihakmigenghadap notaris untuk dibuatkan akta.

. Akta Relaasatau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh isotmbagai pejabat umum yang
memuat uraian secara otentik tentang semua paistiau kejadian yang dilihat, dialami, dan
disaksikan oleh notaris sendiri.

Berdasarkan pada kedua jenis akta tersebut, kesalddri isi akta dikarenakan adanya
pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hulamg ynengakibatkan akta tersebut tidak
mempunyai kekuatan pembuktian secara materiil, wpala secara lahiriah dan formalnya sudah
sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan wielang — undang maka akta yang
mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebutulaggapat batal secara hukum, berdasarkan
Pasal 1320 Kitab Undang — Undang Hukum Perdattgrigrsyarat sahnya perjanjian.

Suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syaraelbut, maka perjanjian tersebut akan
batal demi hukum, dimana artinya adalah dari semialaggap tidak pernah ada dilahirkan suatu
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Seiring dengan berjalannya sebagai pejabat umurtgrisodalam mengambil suatu
tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan padanatwkum yang berlaku. Melakukan dan
meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada ngtalan mendengarkan keterangan atau
pernyataan para pihak/penghadap wajib dilakukaagstbahan dasar untuk dituangkan dalam
akta.

Kekaburan norma dalam UUJN tersebut, dapat dikitzéém Pasal 16 ayat (1) huruf a,
disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalaenjalankan jabatannya, notaris wajib
bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidakibhak, dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notarisitds menyebutkan bahwa, notaris dalam
menjalankan kewajibannya membuat akta otentik eajiban untuk bertindak secara saksama,
namun tidak memberi penjelasan pengertian dan koke&wajiban notaris harus bertindak
saksama dari Pasal tersebut. Bahwa kondisi norma yeperti demikian disebut sebagai
kekaburan norma. Menurut Pitlo, apabila dalam batssu kata — kata dalam suatu peraturan
perundang — undangan tersebut tidak jelas makandikgun metode interpretasi gramatikal,
berarti menangkap arti atau teks bahasa dalam gndamndang tersebut. Tidak adanya
penjelasan baik secara khusus maupun umum dalaat Fasyat (1) huruf a UUJN, notaris
harus bertindak “saksama” dalam membuat akta @&taetisebut, berakibat dalam praktek

* Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2014spek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatda, Mkandar
Maju, Bandung, him.7
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menimbulkan permasalahan hukum dengan penafsiraimgna masing berbeda tentang prinsip
kehati-hatiarf.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah skdsnotang pemalsuan fakta yang
dilakukan oleh Notaris. yang dilakukan secara lmesaama atau masing-masing bertindak
untuk diri sendiri sebagai orang yang melakukamgyanenyuruh melakukan atau turut
melakukan dengan beberapa terdakwa lainnya telambomeg secara tidak benar atau
memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatypblgakatan atau pembebasan hutang atau
yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatudemgan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai surat tersebut, sedkthisinya benar dan tidak dipalsu, jika
pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian y@etmalsuan surat terhadap akta-akta
otentik.

Bahwa dalam menguatkan Putusan sebelumnya YaitwlemPeninjauan Kembali di
tolak dan Notaris tetap harus menjalani hukumanatetakwaan jaksa penjara selama 1 tahun 2
bulan. Bahwa dalam perkara ini notaris dianggaagaiborang yang turut serta dalam membuat
atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan lelkapan atau pembebasan hutang atau
yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatwdéagan maksud memakai atau menyuruh
orang lain memakai surat tersebut seolah — olahydsibenar dan pemalsuan tersebut
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa pekerjgeorang Notaris telah diatur oleh
Undang — Undang untuk melakukan pekerjaan dalamnBang — undangan tertentu. Sebab
notaris bersifat pasif dan bekerja secara profaaliaalam hal pengurusan akta otentik jika
notaris telah menanyakan kebenaran dokumen keplaala yang mengurus akta dan dibenarkan
oleh pihak tersebut lalu notaris akan melanjutkamipuatan akta sesuai dokumen yang
diberikan oleh penghadap.

Adanya isu hukum yang dikemukakan tersebut, makalgetertarik untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengdul “ Pertanggung Jawaban Notaris
Terkait Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Aktatihté

METODE PENELITIAN

Secara harfiah, penelitian adalah terjemahan dahiaBa asing yaitu Bahasa inggris berupa
kataresearch Kata ini berasal dari pokok kataatau berarti kembali daon searchyang artinya
mencari. Dengan demikian secara logawiyah beragticari kembalf. Penelitian merupakan
bentuk kegiatan yang ilmiah dan berkaitan dengaalias dan suatu konstruksi yang
dilaksanakan secara konsisten dan sistefiasledangkan penelitan hukum adalah suatu
kegiatan ilmiah, yang berdasarkan kepada suatud®etmiah pemikiran dan sistematika, yang
memiliki tujuan untuk memahami satu atau beberapjlag hukum tertentu, dengan jalan
menganalisisnya.

Penelitian ini menjadi suatu kegiatan ilmiah yangrtiguan untuk memperoleh
pemecahan suatu masalah hukum yang berkaitan depegtanggungjawaban notaris dalam
pembuatan akta otentik, maka dari itu diperlukantoae penelitian yang mampu
dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui penkmpan kebenaran secara sistematis,

* Ahmad Rifai, 2010Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukuogf@sif, Cetakan Pertama, Sinar
Grafika, Malang, him.64.

®> Bambang Sunggono, 2018etodologi Penelitian HukunPT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 27

® Soerjono Soekanto, 1988engantar Penelitian Hukurk)l Press, Jakarta him. 42.

" Maria SW Sumardjono, 201Bahan Kuliah metodologi Penelitian Hukub'GM, Yogyakarta, him. 7.
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metodologis, dan konsisttrierhadap data yang diperoleh dan diolah. atasr gesgabaran
tersebut, berikut adalah bagian dari metode péeltang digunakan dalam penelitian ini:
Tipe Penelitian

Abdulkadir Muhammad menjabarkan ada tiga tipe peael hukum menurut fokus
penelitiannya. Tipe-tipe penelitian hukum tersedmlalah’

Penelitian hukum normatifnprmative law researchyang menggunakan studi kasus hukum
normative berupa produk perilaku hukum. Pokok kajis@ adalah hukum yang dikonsepkan
sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam nasgtadan menjadi acuan perilaku setiap
orang;

Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasusirhuempiris berupa perilaku hukum
masyarakat® Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkangselgerilaku nyataactual
behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertylesng dialami setiap orang dalam
kehidupan bermasyarakat

Penelitian hukum normatif-empiriggplied law research¥ebagai penelitian yang menggunakan
studi kasus hukum normatif-empiris berupa produilades hukum**

Tipe penelitian yang dipilih dalam penulisan tdsisadalah penelitian hukum normative.
Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuakumou positif tertulis yang diberlakukan pada
peristiwa hukumn concreto,dalam hal ini upaya perlindungan hukum Kl Komunaldyarakat
Jawa Timur yang kemudian mengkaji penerapan pridsip ketentuan hukum positif yang
berlaku terkait pada peristiwva hukum tersebut. dgtenelitian hukum normatif-empiris selalu
terdapat gabungan dua tahap kajian yaftu :

Tahap pertamadalah kajian megenai hukum normatif yang berlaku;
Tahap kedua adalah penerapan pada peristiw@ncretoguna mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkaalmglerbuatan nyata dan dokumen hukum.
Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman reapsdsksanaan ketentuan-ketentuan
hukum normatif yang dikaji telah dijalankan segaaéut atau tidak.
Pendekatan

Pendekatan penelitian dibutuhkan sebagai landasdut andang dan kerangka berpikir
penullig dalam melakukan analisis. Terdapat bebepmpalekatan penelitian yang diketahui,
yaitu:
Pendekatan perundang-undangaude approach),
Pendekatan konseptuabfceptual approach);
Pendekatan analitiefalytical approach);
Pendekatan perbandingawfiparative approach),
Pendekatan histori&istorical approach);
Pendekatan filsafapkilosophical approach);
Pendekatan kasusgse approach)

8 Zainudin Ali, 2009 Metodologi Penelitian Hukupsinar grafika, Jakarta, him. 17

® Abdulkadir Muhammad,oc.cit.,him. 52

%1bid, him. 40

" bid. him. 52

12 bid.

13 Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, dualismel#ian hukum normative & empiris, pustaka pelajar
Yogyakarta, him. 185-192.

1364



1)

- HUKUM BISNIS :: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 3, 2024

Pendekatan yang relevan untuk diterapkan dalamlipanehukum ini adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. riHalidasari pada kegiatan mengkaji
peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip, gemdangan ahli doctrine) tentang
Pertanggungjawaban notaris dan kaidah hukum datambpatan akta otentik.

Bahan Hukum

Bahan Hukum dari penelitian ini merupakan data sd&u yang dikelompokkan menjadi tiga
golongan, vyaitu :

Bahan Hukum Primeip¢imary law material)

Bahan hukum primer ini terdiri dari bahan hukumgamengikat* diantaranya :

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

. Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perabdhdang — Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan Hukum Sekundesdcondary law material

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mekamepenjelasan terhadap bahan hukum
primer, yang terdiri dari:

Buku —buku yang membahas mengenai hukum perdata, hukum perikatan dan jabatan notaris;

Jurnal hukum dan non hukum yang meneliti terkakium kenotariatan dan keperdataan;

Berbagai makalah dan artikel hukiemotariatan;

Bahan Hukum Tersietdrtiary law materia)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang méayajpenjelasan maupun petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum seksata berkaitan langsung dengan fokus
penelitian tesis. Bahan hukum tersier yang dikiajnthranya adalah :

Surat kabar;

Internet;

Kamus Hukum Blacks Law Dictionary);

Perlu diketahui bahwa beberapa bahan hukum seksegerti artikel, jurnal, dan sumber
lainnya diperoleh melalui media elektronik. Kondrsidiperbolehkan menurut Pasal 44 ayat (1)
huruf a Undang-Undang dengan memberikan keterabgarpa catatan kaki agar sumber dapat
diketahui dengan pasti terkait asal data dan taidya.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan penjelasan mengenai data dan sumberpéatlitian sebelumnya, teknik
pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adpligumpulan data primer dan sekunder
dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakai&un penelitian hukum yang meletakkan
hukum sebagai sebuah bangunan sistem riéribalam studi kepustakaan, penelitian dilakukan
dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukwangyberasal dari berbagai sumber yang
dipublikasiskan secara luas berupa peraturan pangah-undangan, putusan hakim
(yurisprudensi), buku ilmu hukum, jurnal hukumi,ilket hukum, dan sebagaianya. Lokasi studi
kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas idulduiversitas Narotama. Tahapan yang
harus dilakukan dalam studi kepustakaan di antaradglah®®

14 Maria SW Sumardjond,oc.cit.,him. 16

5 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 201Dpalisme Penelitian Hukum Normatif & EmpiriBenerbit
Pustaka Pelajar, Yogykarta, HIm 34

® Muhammad abdulkadilyc.cit., him. 82
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Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang mana babesebut akan diperoleh melalui
katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
Mengiventarisasi bahan hukum yang diperlukan pemaklalui daftar isi pada produk hukum
yang bersangkutan;
Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlularelgi pada catatan dan memberikan
tanda pada berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum dan aturan perolehannya; dan
Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuaiastenmgisalah dan tujuan penelitian
Analisis Bahan Hukum

Analisis data perlu dilakukan setelah semua dateelpgmn telah terkumpul. Analisis data
merupakan suatu tahapan dalam menyederhanakakedd@am suatu bentuk baru agar lebih
mudah dibaca, dipahami, serta diinterpretasiKadalam penelitian hukum normative-empiris
ini, metode analisis data dilakukan dengan caréissh&ualitatif, yang mana dilakukan melalui
kategorisasi berdasarkan permasalahan yang ditdam data yang dikumpulkan lalu
diinterpretasikan secara deskriptif analitik.

PEMBAHASAN

1.1 Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Notaris Turu Serta Dalam Tindak
Pidana Memalsukan Keterangan Palsu Dalam Akta Oterik
3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Ratio Decidendi Hakim

Dalam sebuah perkara litigasi yang masuk ke rarexhdgan, baik berupa perkara
pidana maupun perdata yang telah diperiksa daldmabe persidangan lazimnya akan
menghasilkan putusan hakim. Putusan hakim yanp tekauat dan dibacakan pada dasarnya
terdapat pertimbangan - pertimbangan hakim yan@raeteliti dan yakin tertulis di
dalamnya serta menjadi dasar bagi para hakim umikbuat putusan dan menentukan
amarnya. Pertimbangan hakim sendiri pada umumnssi Ineengenai pendapat - pendapat
yang diutarakan secara tertulis oleh majelis hakmam menanggapi para pihak yang
sedang berperkara serta pendapat atau argumehbutetae yang nantinya menjadi dasar
pertimbangan dalam membuat putusan.

Ratio Decidendi merupakan sebuah istilah dalam gaksin yang mempunyai maksud
secara harfiah yaitu “alasan untuk keputusan itilah ini dapat diartikan dalam Bahasa
inggris yang berartiThe rationale for the decisidrdengan terjemahan yang kurang lebih
sama dengan penjabaran di atas. Lebih lanjut dadack's Law Dictionary yang
menjabarkan peristilahan hukum memberikan defir@son decidendi dengan terjemahan
sebagai berikut “suatu titik terang dalam sebuastu&ayang menentukan putusan” atau
menurut Barron’s Law Dictionary adalah “suatu pipngalam kasus yang telah diputuskan”.

Menurut Ranuhandoko, Ratio Decidendi atau pertigaarhukum dari hakim memiliki
pengertian berupa argument atau alasan yang digorakh majelis hakim sebagai bentuk
pertimbangan hukum yang nantinya dijadikan sebdgaar-dasar pikiran hakim sebelum

" Maria SW Sumardjondoc.cit., him. 32
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menjatuhkan putusan dari sebuah perkara.Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya,
Pedoman Pelajaran Tata Hukum juga memberikan defdari istilah ratio decidendi
sebagai faktor -faktor yang sejati berupa faktaemat aspek yang esensial yang justru
mengakibatkan keputusan menjadi seperti‘itu.

Menurut Goodheart ratio decidendi inilah yang megukinbahwa ilmu hukum
merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukankdiggif. Sedangkan putusan sesuatu yang
bersifat deskriptif’. Ratio decidendi adalah peirafs hakim atau pertimbangan hakim yang
dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentdlangrundang. Secara teoritis, selain
amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapatbsagian penting dalam struktur putusan
hakim. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yarg gi@ahami oleh peneliti adalah
ratio decidendi, yaitu alasan — alasan hukum yaggnékan oleh hakim untuk sampai
kepada putusannya. Apabila putusan dilihat sebagaetapan kaidah hukum, maka yang
mengikat adalah pertimbangan atau alasan yangaskragsung mengenai pokok perkara,
yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putugendeacidendi.

3.1.2 Memalsukan Keterangan Palsu Dalam Akta Oteriti

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo ad#&efalfatan yang di dalamnya
mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu ashis kal (objek) yang sesuatunya itu
nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padsslngguhnya bertentangan dengan
yang sebenarnya itulah yang di namakan denganktipattana pemalsuan dalam bentuk
(kejahatan dan pelanggardf).

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengaaiu kepentingan hukum
(rechtsebelang) yang hendak dilindungi dengan dilk@ya tindak pidana yang
bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya aslaiah Dengan dibentuk Pasal 263 ayat
(1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukerhatdap kepentingan hukum terhadap
kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran istssuedt Isi surat dalambentuk tulisan
dapat mengenai macam-macam hal, misalnya infornissita, keadaan tertentu dan
sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubumigsmgan suatu kepentingan hukum
yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibleedakan. Informasi atau berita, atau isi
suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapatukeya yang tertulis. dan lisan atau
verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengdwgercayaan masyarakat terhadap
informasi atau berita yang disampaikan atau dakhs maka dibentuklah beberapa macam
tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidamagtguan surdt:

Menurut Adami Chazawi, Pemalsuan surat adalah betindak pidana yang di dalam
mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau pddsu sesuatu (objek), yang
sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah berdanya padahal sesungguhnya
bertentangan dengan yang sebenaffiydenurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa:

18| P.M. Ranuhandokd,erminologi Hukum Inggris - Indonesiinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga,2003, him.
475.

9 1pid.

20 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum pidana, Jakarta, Raja Grafindo, him. 58

! Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan
Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Jakarta,

PT. Raja Grafindo Persada, him. 5-6.

2 Adami Chazawi, 2002, Istilah Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, him. 34.
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Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apgleikosa terhadap jaminan atau
kepercayaan dalam hal maffa:

a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakatu barang yang
tidak benar dengan menggambarkan keadaan baragdigak benar itu seolah-
olah asli, hingga orang lain percaya bahwa baraaggolain terperdaya.

b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti umaanguntungkan diri sendiri
atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenidaknpidana penipuan). Tetapi
perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu balhayanwang khusus dalam
pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dikamwengan mensyaratkan
kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dada tulisan atau surat
tersebut.

3.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Jika Terdapat Ket¢rangan Palsu Dalam Akta Yang
Dibuatnya

3.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Atentik Yang Memuat
Keterangan Palsu

Tanggung jawab yang dimiliki Notaris adalah mengapunsip tanggung jawab
berdasarkan kesalahdméed on fault of liability dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus
bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatdlga kesalahan atau pelanggaran yang
disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila adarukesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari
para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris nk@akkewenangannya sesuai peraturan
yang berlaku. Notaris yang bersangkutan tidak dapatintakan pertanggungjawabannya,
dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yang diskampaleh para pihak, untuk dituangkan ke
dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikanpalehpihak adalah menjaidi tanggung jawab
para pihak’

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhaldap- akta yang telah dibuatnya,
dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notzikaitan dengan masalah keperdataan
yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua beilak atau lebih meskipun memungkinkan
dibuat secara sepihak (karena sifathya hanya mémgya Sifat dan asas yang dianut oleh
hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir faradanya perjanjian, bahwa undang —
undang ini hanya di mungkinkan dan di perbolehkarbah atau diganti ataupun dinyatakan
tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatngisuoadnya kesepakatan kedua belah pihak
yang dituangkan dalam suatu akta autentik menghkedua belah pihak sebagaimana
mengikatnya undang — undang.

Seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawabdanpi jika ia membuat akta yang
didasarkan pada keterangan palsu. Jika terjadi kilemimaka mengacu pada peraturan yang
berlaku, diketahui bahwa seorang Notaris dapatrdanpertanggungjawaban pidana dalam hal
pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan pals aturan yang berkaitan adalah Pasal
263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayaK{IMP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan
ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yatakdkan Notaris.

Adapun sanksi yang diatur dalam UUJN diatur dalaasaRPasal akhir, yaitu Pasal 84 dan 85
UUJN, ada 2 (dua) macam yaitu:

3 Topo Santoso, 2001, Pengertian Pemalsuan Surat, Bandung, Mandar Maju, him. 84.
** Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majeliy@®eas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas
Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultasitd Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, 3#n
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a. Sanksi Perdata
Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi loamga merupakan bagian yang akan
diterima Notaris atau tuntutan para penghadapyjey bersangkutan hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan aia batal demi hukum. Jika
ternyata para pihak mengakui akta yang melanggantien- ketentuan tertentu yang
tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang lgkstam tetap mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihakg@n demikian, menentukan
akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pemdnulksebagai akta dibawah tangan
berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alatibtial ini sejalan dengan jika ada
pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langdangsuatu akta Notaris, maka yang
bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadars.
b. Sanksi Administratif
Menurut Undang-Undang Nomor tentang jabatan Notamil tentang penerapan sanksi
admintratif atau kode etik Notaris. Secara admiaist instrumen penerapan hukum
meliputi langkah preventif dan represif. Langkahevantif dilakukan melalui
pemeriksaan protokol Notaris secara berkala yangukgkinan adanya pelanggaran
kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sédantangkah represif dilakukan
melalui penjatuhan sanksi oleh:
1. Majelis Pengawas wilayah, berupa teguran lisan tégaran tertulis serta berhak
mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemiaertt(tiga) bulan atau 6
(enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
2. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian seraerta berhak mengusulkan
kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidaRkdto
3. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
4. Sanksi Pidana
Adapun sanksi ini berada di luar konteks UUJN, betimlasarkan pada Keputusan
Menteri. Sanksi pidana merupakan langkah teraldpgbila sanksi atau upaya upaya pada
cabang hukum lainnya tidak ditegakkan. Bagi Notyasg melakukan tindak pidana dapat
dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alaNataris telah terbukti bersalah dan
dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur delgmutusan Menteri Tahun 2003 tentang
Kenotariatan Pasal 21 ayat (2) sub b yaitu Notibukti bersalah yang berkaitan langsung
dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengeamam pidana 5 (lima) tahun penjara.
3.2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Autentik
Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris selagt bukti dapat dikatakan bahwa pada
umumnya akta notaris sebagai akta dibedakan metigadinacam kekuatan pembuktfan:
1. Lahiriah
Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampalaa itu sendiri untuk
membuktikan keabsahannya sebagai akta autentiki pdmbuktian akta notaris dari
aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apanyalaSecara lahiriah tidak perlu
dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya @ila yang menilai bahwa suatu akta

% Enny Mirfa, “Perbandingan Hukum Jabatan Notarisndionesia dan Negara Belanda. “Jurnal llmiah Rebea
Sains (Vol. 2 No 2 Juni 2016), him. 34.
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notaris tidak memnuhi syarat sebagai akta, maka alking bersangkutan wajib
membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriahrbakta autentik.
2. Formal
Kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang bietrsdalam akta betul- betul
dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pipiddak penghadap. Hal yang pasti ialah
tentang kebenaran dan kepastian hari, tanggalnptaaun, waktu menghadap, dan para
pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan jfaa ptau penghadap, saksi dan
notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, dikaks didengar, oleh notaris (pada akta
pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyptaa pihak/penghadap (pada akta
pihak). Untuk membuktikan kebenaran tersebut maMaatdditinjau dari kewenangan
notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN.
3. Materiil
Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, ®apa yang tersebut dalam akta atau
mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umucngkeada pembuktian sebaliknya
(tegenbewijs).
3.2.3 Keabsahan Akta autentik Yang Dibuat Oleh Notas
Asaspresumptio iustae causdau asas praduga sah dapat digunakan untuk mekida
Notaris, yaitu akta notraris harus dianggap sahpsarda pihak yang menyatakan bahwa akta
tersebut tidak saff. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tigak harus dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selamasépanjang gugatan berjalan sampai
dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekbhakum yang tetap, maka akta Notaris
tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa aagaberkepentingan dengan akta tersebut.
Menerapkan adanya asas praduga sah untuk aktaid\otaka berlaku ketentuan yang
termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bgkedan hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak Idigen lagi, sehingga kebatalan akta Notaris
hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi huksas praduga sah terhadap akta Notaris
berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, mkampauatu tindakan mengandung cacat,
yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat algeara lahiriah, formal, dan material,
serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang ysearb akta Notaris. Asas ini tidak dapat
digunakan untuk menilai akta Notaris batal demiudmkkarena akta batal demi hukum dianggap
tidak pernah dibué’
Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimiéeaukakan di atas, maka
kedudukan akta Notaris adal%h:
Dapat dibatalkan;
Batal demi hukum,;
Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah meggilkekuatan hukum yang tetap
karena penerapan asas praduga sah

nhwnE

*® Habib Adjie.Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notagb&jai Pejabat PubliBandung: Refika
Aditama, 2017.

%’ Habib Adjie,Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap ®ld. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris), Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, 2+l

* Ibid, him 27.
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KESIMPULAN

1.Ratio Decidendiatau pertimbangan hakim dalam memutus perkaraaladabjelis hakim
menyatakan bahwa alasan- alasan peninjauan kewydoadi diajukan oleh terdakwa tidak
dapat dibenarkan. Majelis Hakim telah tepat memuiaskara tersebut di atas dengan
melakukan penafsiran otentik atau asli dan persfsistematis berdasarkan Undang-Undang
Mahkamah Agung dan KUHAP yang mengatur mengenangieonan Peninjauan Kembali.
Adapun alasan-alasan yang telah disampaikan dalemom Peninjauan Kembali hanya
merupakan perbedaan pendapat khususnya yang begarbuengan pembuktian dalam
tingkat pemeriksaan sebelumnya. Majelis Hakim Hanan Kembali menilai hal tersebut
adalah penilaian terhadap hasil pembuktian yarak tidlevan untuk dipertimbangkan dalam
pemeriksaan tingkat peninjauan kembali. Selainuga, majelis hakim peninjauan kembali
berpendapat bahwa bukti baru (novum) yang diajukkel terdakwa bukan merupakan
sebuah bukti baru yang bersifat menentukan dalamgienan ini.

2.Pertanggungjawaban Notaris dapat dimintakan apateitkait dengan pembuatan akta
pihak(partijn akten)yang didasarkan pada keterangan palsu. Notaris t ddpaintai
pertanggungjawaban pidana terhadap eMtmsatau akta pejabatainbtelijke akten jika
secara sengaja atau lalai Notaris membuat aktau,paklshingga merugikan pihak lain.
Pertanggungjawaban Notaris dalam terjadinya pemal&eterangan oleh para pihak dalam
pembuatan akta menurut UUJN adalah ketika Notalmsnad menjalankan jabatannya terbukti
melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggungjasesuai dengan perbuatan yang
dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukunmidstrasi, Hukum Perdata, maupun
Hukum Pidana. Akibat hukum mengenai akta Notarisgydibuat berdasarkan keterangan
palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akszbet menjadi batal demi hukum sebab
para pihak yang dirugikan dengan keberadaan aktertsetu harus mengajukan gugatan
perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tefrsetpabila telah diputuskan oleh
pengadilan dan putusan tersebut merupakan putwmanm memiliki kekuatan hukum yang
tetap. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjamalya pidana apabila muncul kerugian
terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanyargwkpalsu dari salah satu pihak, karena
Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh gihak untuk dituangkan ke dalam
akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh paiak mdalah menjadi tanggung jawab
para pihak.
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